
 
 

 

 
 
 
 

BUPATI MAMUJU TENGAH 
PROVINSI SULAWESI BARAT 

 

RPERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH 
NOMOR 21 TAHUN 2023 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH  
NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM 

PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA  
 

BUPATI MAMUJU TENGAH, 
 

Menimbang: a. bahwa untuk memastikan perwujudan tata kelola 
pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan 
terpercaya maka perlu menambah beberapa ketentuan 
sehingga Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 18 Tahun 
2022 perlu diubah; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 18 
Tahun 2022 tentang  Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elekronik. 

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik  
IndonesiaTahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 

 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan 
Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5397); 

 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
emerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran 
Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

SALINAN 



Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

MEMUTUSKAN:  
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH NOMOR 18 TAHUN 
2022 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN 
BERBASIS ELEKTRONIK. 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah
Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita  Daerah  Kabupaten 
Mamuju Tengah Tahun 2022 Nomor 18) diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten  

Mamuju Tengah. 
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten  

Mamuju Tengah. 
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat adalah 

Sekretariat Daerah, Sekretariat  DPRD, Inspektorat, 
Badan, Dinas dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Mamuju Tengah. 

6. Dinas adalah Dinas Persandian Komunikasi Dan 
Informatika Kabupaten Mamuju Tengah. 

7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi  
Barat. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana  
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten  
Mamuju Tengah.  

9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selanjutnya 
disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan  
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan  
komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi  
Pusat, Pemerintah Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara,  
Perorangan, Masyarakat, Pelaku Usaha, dan pihak lain  
yang memanfaatkan layanan SPBE. 

10. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan 
terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian  
dalam penerapan SPBE secara terpadu Pengguna SPBE 
adalah Instansi Pusat, Pemerintah  Daerah, pegawai 
Aparatur Sipil Negara, perorangan,  masyarakat, pelaku 
usaha, dan pihak lain yang  memanfaatkan Layanan 
SPBE. 

11. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah 
kerangkadasar yang mendeskripsikan integrasi proses 
bisnis, data  dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi 
SPBE, dan  keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan 
SPBE yang  terintegrasi yang diterapkan di Lingkungan 
Pemerintah  Daerah. 

12.  Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk 



mencapa1 penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan 
berkesinambungan,   serta  Layanan   SPBE   yang 
berkualitas. 

13. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang 
terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas 
dan fungsi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. 

14. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 
(satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang  
memiliki nilai manfaat. 

15. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang 
mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan  
pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.  

16. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras,  
perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang  
utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi  
data, pengolahan dan penyimpanan data,perangkat 
integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.  

17. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi 
berupa angka,  karakter,  simbol,  gambar,  peta,  tanda, 
isyarat,  tulisan,   suara,   dan/ atau  bunyi yang 
mempresentasikan  keadaan  sebenarnya  atau 
menunjukkan suatu ide,  objek,  kondisi,  atau situasi. 

18. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk  
penempatan sistemelektronik dan komponen terkait  
lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan  
pengolahan data, dan pemulihan data. 

19. Informasi adalah  keterangan,  pernyataan,  gagasan,  dan 
tanda-tanda yang mengandung nilai,  makna,  dan pesan, 
baik  data,   fakta,   maupun   penjelasannya  yang  dapat 
dilihat,   didengar,   dan   dibaca  yang  disajikan   dalam 
berbagai  kemasan  dan  format  sesuai   dengan 
perkembangan   teknologi    informasi    dan   komunikasi 
secara elektronik ataupun nonelektronik. 

20. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar 
proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka 
pertukaran data,  informasi atau layanan  SPBE. 

21. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang  
menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu  
organisasi. 

22. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat  
integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran  
Layanan SPBE. 

23. Repositori  adalah  tempat penyimpanan aplikasi,  
sourcecode,  dan berbagai  dokumentasi aplikasi lainnya. 

24. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program  
komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan
tugas atau fungsi Layanan SPBE.  

25. Teknologi  Informasi  dan Komunikasi,  yang selanjutnya 
disingkat   TIK   adalah   suatu   teknik  untuk 
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, 
mengumumkan, membuat laporan menganalisis 
memindahkan      informasi   dan/ atau    menyebarkan 
informasi antar media. 

26. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar,  
dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat  
dan/atau Pemerintah Daerah. 

27. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun,  
dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi  
Pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi  



kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pusat  
dan Pemerintah Daerah lain.  

28. Pemantauan   SPBE     adalah    proses   penilaian   secara 
sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil 
penilaian mandiri untuk  mengukur tingkat kematangan 
penerapan SPBE. 

29. Evaluasi SPBE  adalah proses penilaian secara sistematis 
melalui  verifikasi dan  klarifikasi  Informasi  yang  dapat 
dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil 
penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan 
penerapan SPBE. 

30. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang  
terpadu dalam SPBE. 

31. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses  
yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi  
bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan  
komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat  
kesesuaianan tarateknologi informasi dan komunikasi  
dengankriteria dan/ataustandar yang telah ditetapkan. 

32. Pengguna SPBE adalah Instansi Pusat, Pemerintah 
Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, 
masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang  
memanfaatkan Layanan SPBE. 

33. Instansi Pusat adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah 
non kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, 
Kesekretariatan Lembaga nonstruktural, dan Lembaga  
Pemerintah lainnya. 

 
2. Ketentuan ayat (6) Pasal 6 dihapus sehingga Pasal 6 

berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 6 

(1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan 
dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan 
Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan 
Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE 
yang terpadu. 

(2) Arsitektur SPBE memuat: 
a. referensi arsitektur; dan 
b. domain arsitektur. 

(3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur 
baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan 
setiap domain arsitektur. 

(4) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang 
memuat: 
a. domain arsitektur Proses Bisnis; 
b. domain arsitektur Data Dan Informasi; 
c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE; 
d. domain arsitektur Aplikasi SPBE; 
e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan 
f. domain arsitektur Layanan SPBE. 

(5) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) 
tahun. 
 

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 7 diubah serta 
ditambahkan 1(satu) ayat yakni ayat (4) Pasal 7 sehingga 
Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 7 



(1) Arsitektur SPBE disusun berdasarkan Arsitektur SPBE 
Nasional dan RPJMD. 

(2) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh 
Sekretaris Daerah. 

(3) Penyusunan masing-masing domain Arsitektur SPBE 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) 
dikoordinasikan oleh: 
a. asisten administrasi umum Sekretaris Daerah untuk 

domain arsitektur proses bisnis dan arsitektur 
Layanan SPBE; 

b. kepala PD yang menyelenggarakan fungsi penunjang 
perencanaan serta kepala PD yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang statistik untuk 
domain arsitektur Data dan Informasi; dan 

c. kepala Dinas untuk domain arsitektur Aplikasi SPBE, 
arsitektur Infrastruktur SPBE, arsitektur Keamanan 
SPBE dan arsitektur Layanan SPBE. 

(4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
 

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 8 
(1) Bupati melaksanakan reviu Arsitektur SPBE. 
(2) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan  pada paruh waktu dan tahun terakhir 
pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan 
kebutuhan. 

(3) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan berdasarkan: 
a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional; 
b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE; 
c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d 
sampai dengan huruf j; atau 

d. perubahan RPJMD. 
(4) Dalam hal pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) terjadi perubahan Arsitektur SPBE, 
perubahan Arsitektur SPBE ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 
 

5. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 disisipkan 1 (satu) 
ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 9 
(1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada  

Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, RPJMD, 
dan rencana strategis Pemerintah  Daerah. 

(1a) Peta   Rencana    SPBE      sebagaimana      dimaksud   
pada ayat (1) memuat: 
a. Tata kelola SPBE;  
b. Manajemen SPBE;  
c. Layanan  SPBE; 
d. Infrastruktur SPBE; 
e. Aplikasi SPBE; 
f. Keamanan SPBE;  dan 
g. Audit teknologi  informasi dan komunikasi 

(2) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 
(lima)  tahun. 



(3) Peta Rencana SPBE ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

 
6. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 ditambahkan  1 (satu) Pasal 

yakni Pasal 9A, sehingga Pasal 9A berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 9A 

(1) Bupati melaksanakan reviu Peta Rencana SPBE. 
(2) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan  pada paruh waktu dan tahun terakhir 
pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan 
kebutuhan. 

(3) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan berdasarkan: 
a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional; 
b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah; 
c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau 
d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE. 

(4) Dalam hal pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) terjadi perubahan Peta Rencana SPBE, 
perubahan Peta Rencana SPBE ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

 
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 23 diubah, serta 

ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6) Pasal 
23 sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 23 

(1) Aplikasi SPBE digunakan untuk memberikan Layanan  
kepada pengguna SPBE. 

(2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri  atas:  
a. Aplikasi Umum; dan  
b. Aplikasi Khusus.   

(3) Keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan  
dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana 
dimaksud  pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas 
Persandian Komunikasi dan Informatika dengan 
mengacu  pada Arsitektur SPBE. 

(4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE  
mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang 
dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem 
yang meliputi : 
a. kajian kebutuhan; 
b. rancang bangun; 
c. implementasi; 
d. pengujian kelaikan 
e. pemeliharaan; dan 
f. evaluasi. 

(5) Pembangunan  dan  Pengembangan Aplikasi SPBE 
sebagaimana  dimaksud pada ayat (3) pada setiap PD 
dikonsultasikan dengan Dinas. 

(6) Pembangunan     dan     Pengembangan      Aplikasi 
SPBE sebagaimana  yang  dimaksud  pada ayat (3)  
terpadu  dan dikendalikan  oleh unit  kerja yang 
membidangi  tugas   dan   fungsi   di    bidang   teknologi 
informasi  dan komunikasi. 

 
8. Ketentuan ayat (3) Pasal 47 diubah sehingga Pasal 47 

berbunyi sebagai berikut: 



 
Pasal 47 

(1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata  
Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi  
Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan  
evaluasi SPBE dibentuk Tim Koordinasi SPBE. 

(2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada  
Bupati. 

(3) Tim Koordinasi SPBE mempunyai tugas melakukan  
koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE meliputi: 
a. mengarahkan,     memantau    dan    mengevaluasi 

pelaksanaan SPBE; 
b. melakukan  koordinasi dengan tim koordinasi  SPBE 

Nasional untuk pelaksanaan SPBE  yang melibatkan 
lintas  Instansi  Pusat dan Pemerintah Daerah; 

c. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama atau 
integrasi  penerapan SPBE   dengan pihak-pihak 
eksternal  dalam dan luar negeri; 

d. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil 
rekomendasi pemantaua dan evaluasi penerapan 
SPBE; 

e. mengatur  pemantauan,  penilaian  dan  evaluasi 
kebijakan SPBE  secara berkala terhadap perubahan 
peraturan perkembangan   teknologi dan/atau 
kebutuhan; dan 

f. mengatur pelaksanaan manajemen perubahan 
kebijakan SPBE. 

(4) Susunan Keanggotaan, tugas dan fungsi serta tata kerja 
Tim Koordinasi SPBE ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

 
Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya  
dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah. 

 
Ditetapkan di Tobadak 
Pada tanggal 17 Juli 2023 
BUPATI MAMUJU TENGAH,  

  ttd 

ARAS TAMMAUNI 

Diundangkan di Tobadak  
Pada tanggal 17 Juli 2023   
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH, 

     ttd 

ASKARY 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2023 NOMOR21 

 

    Salinan sesuai dengan aslinya 
        Kepala Bagian Hukum, 
   
  

  
 

              LUKMAN,S.Sos 
    NIP.19690604 200112 1 007 

 
 

 




